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BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 442. TAHUN 2017 
TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNG3 
BENDAHARA NEGER/NEGERI ADMINISTRATIF 

DI KABUPATEN MAUUKU TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

4 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 82 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebaguimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor .47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nor6r 43 Tahu 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka utuk 
meningkatkan kinerja Bendahara Negeri/Negeri 
Administratif sebagai pctugas penatausahean keuangan 
perlu dibcrikan tunjangan atas beban tugas dan tang@sung 
jawabnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
Bendahara Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten 
Maluku Tengah, 

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tigkat I dalem 

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Tahun 1958 Nomor 111  Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2645 j, 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyclenggaraan Negara yang Bcrsih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nm0r 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38514, 3. Undang-Undeng Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 

Undang 7r;.. 46 Tahun 1999 cenrnng :cmb<n<ukan 

1 
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Provinsi Mahuku Utara, Kabupaten Bur dan Kahupaten 

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), 

4. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 
Seram Bagian Barat dan Kabupoxen Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, 
tamnba.han Lembaran Negara Nomor 4350), 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

Perirmbangan Keuangan Antra Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) 

6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234; 

7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Lembaran Negara Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kahi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 entang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahon 1979 tentang 
Perubaban Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon [Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, 

Tambaha Lebaran Negara Nornor 3137) 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200.5 tentang Pengclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578] 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah [Lcrbaran Negara 
Tahu 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4593], 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahon 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539 
scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pemcrintah 
Norot 47 Tahun 2015 tentang Perubaban atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentanp Peraturan Pclru<sanaJ q=g-UmJ=g Nnmoc 6 Tahun 201, <encang 

tentang 
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Desa [Lembaran Negara Tahun 2015 Noror 157, Tambahan 

Lembaran Negara Noror 5717); 

13. Peraturan Mentcni Dalam icgomni Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengclolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 
2014 Nror 2093), 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Dcsa [Berita Negara Tahun 
2014 Nomor 2094) 

15., Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggat, 

dan Transmigrasi Noror ! Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan 

Loka Berskala Dea (Berita Negara Tahon 2015 Nomor 
158); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Tahun 2015 Noror 2026); 
17 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Dae rah Kabupaten Matuku Tengah (Lembaran Daerah 

Tahu 2016 Nomor 183) 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 

2016 Nomor 184) 

I9. Peraturan Bupat Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 
tentang Penetapan Rincan Bidang Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah 

(Bcrita Dacrah Tahun 2009 Nomor 07), 

20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomnor 46 Tahu 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Benita Daerah Tahun 2016 
Nomor 268), 

MEMU'TUSKAN 

PERATURAN BUPAT MALUKU TENGAH TENTANG BESARAN 

TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BENDAIHARA 

NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU 

TENGAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mahuku Tengah 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenr"-#Pemenntahan Daerah yang memirpin 
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urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom 

4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah 

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah 
dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah 
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukurn adat yang 

bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, 
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakcat setempat berdesarkan hak asal usul dan adat 

istiadat setempat berada ti Kabupaten Maluku Tengah 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

7 N e g e r i  Administratif adalah kesatuan raaswarakat hukuru di 
Luar Negeri gencologis yang memiilei wewenang 

melaksanakan urusan Pererintahan Negeri Administratif 
sebagaimana di atur dalam ketentun Perundang 
undangan yang berlaku 

8. Pemerintahan Negeri adalah penyelcnggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saini Negeri 
dalam mengatur dan mcngurus kepentingan masyarakat 
aetempat berdasarkan hak osal usul dan adat istiadat 
setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
.. 

9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan 
Permuyawaratan Negeri dalam engatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat sctempat. scsuaj ketentuan 
porundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati 
dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

10, Pemcrintah Negeri adalah Gepala emerintah Negeri dan 
Perangkat Pemerintah Negeri scbagai unsur 
penyclcnggaraan Pemerintahan Negri 

1 1 .  Pemerintah Negeri Administratif adalah Kcpala Pemerintah 

Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Meger 
Administratif sebagar unsur penyelenggaraan Pemerintahan 
Negeri 

12. Kepala Pemerintah Negeri adelah Pejabat Pemerintah Negeri 

yang mempunyai wewenang, tugas dan 

menyelenggarakan rumah tang 
melaksanakan tugas dani emcrintah 

Daerah 
13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat 

Pererintah Neperi yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 

" e  

kewaiban untuk 
Negtrinya an 

dan Pemerinth 
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adala.h lembaga/ badan yang mcrupakan 

demokrasi dalam penyelenggaraan 
Negeri dan sebagai unsur penyelenggara 

negeri, berfungsi sebagai badan legislatif 
yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk 
Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari 
epala pemerintah Negcri scrta mcrpakan badan yang 
mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memirp 

Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang diriikinya 

15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri 
administratif dan merupakan unsur penyelenggara 
Pemerintahan Negeri Administratif 

16. Perangkat Negeri adelah unsur Pembantu Kepela 
emerintah Negeri dalam penyusunan kcbijakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan 
unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam 

pclaksanaan kcbijakan yang diwadahi dalam bentuk 
pelaksana tcknis dan nsur kewileyahan 

I7. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu 
Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan 
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Seckretariat 

Negeri Administratif, dan unsur penukung tugas epala 

Pemerintah · Negeri Administratif dalam pelaksanaan 

kcbijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana tckhnis 
dan unsur kewilayahan 

18. Bendahara Negeri/Negeri Administrauf adalah unsur staf 

sekretariat Negeri/Negeri Administratif yang membidangi 
ursan administrasi keuanpan untuk menatausahakan 
keuangan Negeri/Negeri Administratif. 

19. Tunjangan adalah kompensasi tambahan yang diterime 

setiap bulan oleh Bendahura Negeni/Negri Administratif 
yang ditctapkan sctiap tabun delamn Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negeni/Negeni Administratif 

20. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah dana 

perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

21. Anggara Pendapatan dan Belanja 
Administratif, yang selanjutnya disingkat 

adalah Rencana Keuangan Tahunan 

Negen/N/n(f:""'"'"''' 
Negeri/Negeri 
APB Negeri, 

Pemerintahan 
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BAB 11 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksudkg 

sebagai dasar/acuan dalam pcmbayaran tunjangen bagi 
Bcndahara Negeri/Negeri Administratif dalam hal pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

BAB Ill 

TUNIANGAN BAGI BENDAHARA 

NEGERI/NEGERI ADMINISTRATE 
•. 

I I I Benda.hara 
mnelaksanakan 

penatausahaan 

Pasal 3 

Negeri/Negeri Administratif dalam 
togas dan fungsinya sebagal petgns 
euangan berhak memperoleh tunangan 

atacs Leban pekerjeans, tugas, fungi da taggngjawab 

(2) Tunjangan Bendahara Negeri/Negeri Administratif diperolch 

dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditcrima 
oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif dan 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negeri/Negeri Administratit 

(3) Besaran tunjangan Bendahara Negeri/Ngen Administratif 
disesuaikan dengan keuangan Negeri/Negeri Administratif 

dan bcban pckcrjaan atas tugas dan tanggungjawabnya. 

BB IV 

PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS 
DAN FUNGSI BENDAHARA NEGER/NEGER! ADMINISTRATIF 

Pasal4 

(I) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara 
Negeri/Negeri Administratif diperoleh selama 12 (dua belas) 
bulan yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai 
tanggal 0I Januari sampai dengan 3I Dcsember tabun 

berjelan 

(2) Besaran tunjangan Bendahara Negeri/Negeri Administratif 

dihitung sebesar 34 % (tiga puluh empat perseratus) atau 
scbesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah dani penghasilan 

tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif setiap 

bulan 

(3) Pembayaran tunjangan Bendahara Negeri/ Negeri 
Administratif scbageimane dimaksud pada ayat {l) 

dianggarkan dalam APBNegeri/Negeri Administratif masing masmg paJ Jo7 rekenmg 2 1 1 1 BelanJa Pcgav.ai 
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Pasal 5 

tunjangan Bendahara Negeri/Negeri 

Administratuf dilakukan bagi Bendahara Negeri/ Negeri 

Administratif yang iangkat dengan Keputusan Kepala 
Pemerintah Negeri/Negeri Administratf dan aktif dalam 
mcnjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

(2) Dalam hal Becndahara Negeri/Negeri Administratif tidak 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab selama 3 bulan 
berturut-turut maka pembayaran tunjangan dihentikan 
dan di setor kerbali ke Kas Negeri 

Pasal f 

I I I 

(2) 

(3) 

Dalamn hal terjadi pcrgantian Bendahara Negcri/Negeri 
Administratif maka Bendahara Negeni/Negri Administratif 

yang telah diganti berhak memperoleh pembayaran ates 
kekurangan tunjangan yang belum di bayarkan sampai 
berakhir masa jabatan yang bersangkutan 
Bendahara Negeri/Negeni Administratif berhak memperoleh 
tunjangan scjak dilakukan pelantikan oleh pejabat yang 
berwenang. 

Dalam hal terjadi kckosongan Bendahara Negeri/ Negeri 
Adriritratif maka pembayaran 0ta8 
ditangguhkan dan tunjangan yang tidal' 
disetorkan ke Kas Negeri/ Negeri Administratif 

tunjangan 
dibayarkan, 

Pasal 7 

Tunjangan Bendahara Negeri/Negeri Administratif diproses 
pembayaran oleh bendahara Negeri/ Negeri Administratif setiap 
bulan melalui Rekering Kas Negeri/Negerni Administratif sesuai 
mekanismc pengelolaan keuangan yang berlaku 

Pasal 8 

Apabila dikemudian hani terjadi k~salahan administrasi atas 
pcmbayaran tunjangan Bcndahara ieger/Nogcri Administratif 
maka wajib di kembalikan ke Kas Negeri/Negeri Administratif. 

Pasal 9 

lokasi tunjangan Bendahara egerip Negeri Administrauif dalat 
I (sdlu) tahun an

1 
nin, jika t1dak ler�erap ,ikan mcn)'td1 S!LPA 

untuk di masukan, 1ala APB Negeri/Meger Administratif tahun 

bent»a [/f 
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BAB V 

KETENTUAN PENTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
hupati Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bcsaran 

Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bendahara 
Negeri/ Negeri Administratif di Kabupaten Mauku Tengah (Derita 
Dacrah Tahun 2016 Nomor 235) di cabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal Il 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mcngetahuioya, memerintahkan 
pengurdangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Brita Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

Diundan 

pada tar 
SEKRETARIS 

KABUPA' {EN 

• 

Ditetapkan di Masohi 

pate tangga1 7 Maret 207, / 
LUKU TENGAH, $y 

i Masobi 

Maret 2017 

AERAH 

ALUKU TENGAH, 

UMARELLA4IBRAHIM 

BERITA DA~RAH KABUPATEN MALUKU TENGA 

TAHUN 207 NOMOR 313 


